PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN CAERAH KABUPATEN BONE BOLOANGO

NOMOR 3 TAHUN ?005

TETANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEXAH KABUPATEN BONE

Menimbang

Mengingat

d.

BOLANGO

DENGAN RAHMADTUHAN YANG MAHA ESA

BUPRPATI BONE BOLANGO.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tzahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, maka susunan ©Organisasi perangkat daerah
ditetapkan dalam Peraturan Cacrah dengan memperhatikan
faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan

Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan seoagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyai Caereh Kahupaten Eone Bolango;

Undang-Undany Nomor 8 Tzhun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Urdang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan

Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahur 1999
Nomor 75, Tembahan Lembaran Neygara Republik Indonesia

Nomeor 2851),

Undang-Undarg Nomor 33 Tehun 2000 tentang Pembentukan
Provins: Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200G Nomor 258, Tambtahan Lembaran HNegara

Republik Indoresia Nomor 4060 );

Undang-Ur.dang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaien Bone Bolango dar, Kaoupaten Pohuwato di Provins.
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Repuplilk Indonesia

Nomor 4269);

Undang-Undang Momor 10 Tahun 2004 tentang Pemtentukan
Peraturan Perundang-undangan (l.embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tembahan L.embarar Negara

Republik Indonesia Nomior 4389);

Undang-Undang Nomcr 32 Tahun 2004 tentang Pemerirtahan
Daerah (Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4438);

€. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang
Kewenangan Femerintah dar. Kewenangan Provinsi sebagai
Daerah Oltonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
200C Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3952);

9. Perzturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daeran (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 1.4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4262):

Derigan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

Menetapkan

dar

BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
TENTANG PEMBENTUKAN CRGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN  RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BONE BOLANGO






BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud aengan :

Daerah adzlah Daerah Otonom Kabupaten Bere Solango.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai Unsur pzanvelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Bone Bolango.

Dewan Perwakilan Rakvat Daerah selanjutriye disebut DPRD
adalah Lemrpaga Perwakilan Rakyat Daarah sebagai Unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kaoupaten Bone
Bolango.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan  prinsip
otonorrii szluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Uridang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun
1945.

Kepala Daerzh adalah Bupati Bone Bolango;

Keweriangan adalah kewenangan yang diserahkan ke
Daerah menurut peraturan perunaang-unagangan;

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone
Bolango.

Sekretariat Dewan Parwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disabut Sekretariat D)PRD adalah Sekretariat
DPRD Kabupaten Bonz Bolango

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

Sekretaris DPRD Kabupaten Eone Boiango;
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BAB Il
KEDUD'JKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur terhadap DPRD yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara

administratit dibina cleh Sekretaris Daerah;

\2)  Gekretaris DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan
tugas membantu anggote DPRD dalam menjalankan
tugasnya

Pasal 3
Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan

administratif kepada anggota OPRD.

Pasal 4
Jntuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 diatas Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
a. Mempasilitasi anggota DPRD:
b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas
Aanggota DPRD; dan

c. Pengelolaan Tata Usaha DPRD

BAB Il

ORGANISASGI

Pasal 5

(1) Organisasi Sekretariat DPRD tetdiri atas :

a. Sekietaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. Bagian Umum;
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e Bagian kevangan:
d. 2agian Persidangan dan Perundang-undangan :

e. Bagian Humas darn Pelayanan Aspirasi Masyarakat
(2) Struktur Organisasi Sekratariat Daerah sebagaimana tercantum

pada lampiran Peraturan Daerah ini .

rasal 6
Bagian Umurn terdiii atas :
a. Sub, Bagian Tata Usaha, dan
b. Sub Bagian Rumah Tangga.
Pasal 7
Bagian Keuangan terdiii atas .
a. Sub, Bagian Aaggaran dan Pembayaran, dan
b. Sub Bagian Peimbeiznjaan dan Verivikes:.
Pasal 8
Bagian Persidangan dan Perundang-undangan tediri dari :
a. Sub Bagian Risalan dan Persidangan; dan
b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
Pasal 9
Bagian Humas Pelayanan Aspirasi Masyarakat tediri dari :
a. Sub Bagien ifumag dan Protokoler; can
b Sub Bagian Pelayanan Aspirasi Masyarakat .
Pasal 10

Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Bagian-bagian,

Sub- sub Bagian ditetapkan cengan Xeputusan Kepala Daerah.
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(1)

(2)

(3

(2)

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 11

Dalam meaksanakan ‘tugasnya setiap pimpinan Unit
Organisasi dilingkungan Sekretariat DPRD wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi
dilingkungan Pemecrintah Daerah serta dengan instansi lain

diluar Pemerintah Dzerah sesu2i dengan tugas masing-masing.

Setiap Pimpinan satuan Crganisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bi'a terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai

dengan Peraturan Perundang-undang vang berlaku.

Setiap Pimpinan satuar Organisasi dalam lingkungan
Sekretariat DPRD bertanggung jawab memimpin dan
mengkoordinasikan bawahan raasing-masing dan memberikan
bimbingan serta patunjuk - petunjck bagi pelaksanaan tugas

bawahannya.
Pasal 12

Setiap Pimpinan csatuan Crganisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyiapkzn laporan berkala tepat pada
waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan organisasi
dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjul kepada bawahan.
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(3) Dalam menyampaikan laporan masing-tnsing lkepada atasan,
tembusan laporan wajiv disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai huoungan

kerja.

(4) Dalam meiaksanakan tugas setiap Pimpinan satuan organisasi
dibantu oleh satuan organisasi d. bawahnya, dan dalam rangka
pemberian. bimhingan kepada bawahan masing-masing wajib

mengadakar, rapat berkala

BAB V

KEPEGAWAIAN
Pasal 13

(1) Sekretariat LPRD diangkat dan dikerhentikan oleh Bupati atas
persetujuan Pinipinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi svarat.

(2) Pejabat-pejabat lainnya dilingkungan Sekretariat DPRD
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangar.

(3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta s;stem kepegawaian
diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku.

BAB VI
FEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bone Bolange berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan yang perlaku.






BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15
Dengan berlakunya Feraturan Daerah ini, maka Keputusan
Penjabat Bupati Bone Bolange Nomor 1 Tahun 2003 tentang
susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Bolango dinyatakan tidak
berlaku lag'.

Pasal 16
Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dengan
Peraturan Daerah ini akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Daerah;

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2005

diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Bene Bolango;

Ditetapkan di Suwawa

pada tanggal 18 Juli 2005
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FPENJELASANM
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NCMCR 3 TAHUN 2004

TENTANG

PEM BENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DPRO KABUPATEN BONE BOLANGO

. UMUM;

Bahwa sistem pemernntahan MNegara Kesatuan Republik Indonesia menurnut
Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Nomoil 32 Tahun 2004 tentang
Pemernntahan Daerah, membenkan keleluasaan kepada Daectah unftuk
menyelenggarakan Otonomi Daeran yang lebih ditskankan pada piinsipprinsip
Demokrasi, peran serta masyamkat, pemerataan keadilean, serta dengan
memperhatikan potensi dan keanekz ragamun Daerah, sehingga dalam menghadapi
petkembangan keadaan serta tan.ungan dan persaingan global, maka daerah dalam
menyelenggarakan OGtonomi Daerar harus didukung denguan kewenangain yang luas,
nyata dan bertanggung jawab sera vrofesional yang divaijudkan dengan pengaturan

dan pembagian Sumkter Daya dan FPoiensiyang ada.

Bahwa berdasarkan kewenangan yang dia'ur dalam Undang-Undarg Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemeintahan Deerah dan Perzturari Perurdang-undangan
lainnya, maka Daerah Otonom iabupaten Bone Bolango dapar membentuk
Sekretanat DPRD sebagai unsur pengawas Femrerintanan Daerah yang mernpunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerntahan,
acministrasi, organisasi, dan ‘aia kerja serte memben«an pelayanan administrative

kepada seluruh perangkatdaarah;

Bahwa berdasarkan ketenwar. Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintehan Daerah, imaka Susunan Organisasi perangkat
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Dacmh sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan Pemerintah, dan bardasakar perimuvangan sebagaimana dimaksud pada
hal-hal yang dielaborasi diatas, m2ka Pemerintah Uaerah membentuk Paraturan
Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kenae Sekmtardat Daerah

Kahupaten Bone Bolango;
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STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA RERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
XABUPATEN BCNE BOLANGO

SEKRETARIS DPRD
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JABATAN FUNGSIONAL
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